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BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyusunan anggaran yang
efektif, efisien dan ekonomis perlu ditetapkan Analisis Standard
Belanja untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan dalam melaksanakan kegiatan yang diajukan oleh
Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Karimun Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian
Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2017 Nomor 54).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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10.

11.
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14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Karimun

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk
menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karimun.

Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA
Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim
yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan Beranggotakan Pejabat Perencana
Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagali
Pengurang nilai kekayaan bersih.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
merupakan Program Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang
penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai
ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana
belanja.

Deskripsi kegiatan adalah paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari
suatu Analisis Standar Belanja.

Pengendali belanja (cost driver) adalah faktor-faktor yang memicu biaya/belanja
dari suatu kegiatan yang dilakukan.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) adalah belanja yang nilainya tetap
untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) adalah belanja yang besamya
berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
Formula perhitungan Belanja Total adalah rumus yang digunakan dalam
menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.



BAB I
RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian
kewajaran belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam
melaksanakan sebuah kegiatan.

(20 ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam
penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu Kegiatan yang dianggarkan oleh
Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan
sebagai:
a. standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan
tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
b. standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah,
c. standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah).

(2) Sebagai standar penyusunan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dalam fungsi perencanaan Pemerintah Daerah, ASB dapat digunakan
sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap
kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

(3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun
anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan
dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk
tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian
anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan
anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB Il
ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 5

(1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya dari setiap kegiatan dalam
rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Perhitungan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
a. deskripsi kegiatan;
b. persamaan penghitungan total belanja kegiatan.

Pasal 7

(1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan
pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang
mempunyai karakteristik yang sama.



(2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total
belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang
mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam
satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh
melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan penghitungan total
belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Pasal 9

Rencana Kegiatan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang belum
ada/belum diatur penyetaraan dalam Analisis Standar Belanja ini, dapat dianggarkan
sesuai dengan kebutuhan riil dan ketentuan besaran total belanja dan sebaran obyek
belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD Kabupaten Karimun.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dalam hal teijadi perubahan standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan
Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian indeks ASB yang besarnya
ditetapkan oleh TAPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2019

BUPATI KARIMUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 22 Mei 2019

Ef*"AH KABUPATEN KARIMUN

muHd . FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 36



